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ABSTRAK

Pengaturan hukum tata negara darurat perihal situasi darurat di Indonesia
memerlukan pembatasan waktu tertentu dalam pemberlakuan peraturan darurat.
Hal ini bertujuan agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi
manusia. Keterlibatan berbagai cabang pemerintahan dalam proses penentuan dan
pengawasan turut dibutuhkan sebagai upaya menciptakan sistem check and balance
yang efektif, sehingga keputusan untuk menetapkan keadaan bahaya diambil secara
matang, berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji perbandingan hukum Indonesia
dengan Prancis perihal situasi darurat. Penelitian ini bertujuan sebagai evaluasi atas
kebijakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dianalisis menggunakan tiga
teori yakni teori perbandingan hukum, teori state of exception, teori magdshid asy-
syari’ah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
(yuridis normative) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk
menemukan legalitas kebijakan dari kedua negara menggunakan Undang-Undang
(Statute Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan
bahwa kebijakan situasi darurat di Indonesia belum memiliki batas waktu yang
eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945 dan perundang-undangan. Selain itu,
kebijakan yang hanya melibatkan: DPR dapat menimbulkan potensi konflik
kepentingan, terutama jika oposisi berada dalam skala minoritas sehingga
berpotensi keputusan dapat terpolarisasi.

Kata kunci : Perbandingan hukum, Situasi Darurat, Indonesia dengan Prancis,
Magashid asy-syari’ah.
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ABSTRACT

The regulation of emergency constitutional law regarding urgent matters in
Indonesia requires a certain time limit in the implementation of emergency
regulations. This aims to avoid violating the principles of democracy and human
rights. The involvement of various branches of government in the determination
and supervision process is also needed as an effort to create an effective check and
balance system, so that the decision to determine a state of danger is taken carefully,
based on comprehensive considerations and involving many parties. This research
was conducted by examining the comparison of Indonesian and French law
regarding urgent matters. This research aims to evaluate the policies in force in
Indonesia.

This research was analyzed using three theories, namely the theory of
comparative law, the theory of state of exception, and the theory of maqdshid asy-
syari'ah. In addition, this research uses a normative legal research method
(juridical normative) which examines library materials with a secondary database
to find the legality of policies from both countries using the Law (Statute Approach),
Comparative Approach and Conceptual Approach.

The results of this thesis study based on its analysis, the author concludes
that the policy of urgent matters in Indonesia does not have an explicit time limit
regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and legislation. In
addition, policies that only involve the DPR can create potential conflicts of
interest, especially if the opposition is in the minority so that decisions can
potentially be polarized.

Keywords: Comparative law, Emergency situations, Indonesia and France,
Magashid asy-syari’ah.
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MOTTO
Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya

QS. Al- Baqarah: 286

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang
membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak
sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

“Kesuksesan bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat
kita bangkit kembali, Setiap usaha yang gigih akan membuahkan hasil
yang tak terduga.”
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IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki regulasi hukum tata negara darurat yang diatur
sesuai dengan kategorisasi keadaan yang berlaku. Meskipun secara
terminologi setiap negara memiliki istilah keadaan darurat yang berbeda,
tetapi terdapat konsep kesamaan berupa lahirnya rezim hukum pada

penerapan situasi darurat.

Carl Schmitt sebagai tokoh yang melahirkan konsep state of
exception menegaskan peran seorang pemimpin dalam keadaan darurat
dituntut dapat menyelamatkan kedaulatan negara dengan memutuskan
kebijakan yang mendesak melalui kewenangan yang diterbitkan.* Sehingga
dalam memenuhi wewenang nya, negara diperkenankan melakukan
pembatasan fungsi sipil dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia pada situasi

darurat.

Seiring waktu, hukum tata negata daruratimengalami perkembangan

dan perbaikan dalam konsep pemahaman para tokoh. Menurut Rossiter

! DetlevVagts, “Carl Schmitt’s Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives,”
Germanic Review 87 (Aprill, 2012): 203-9, https://doi.org/10.1080/00168890.2012.675795. State
of exception adalah konsep yang di ciptakan oleh Carl Schmitts’s pada tahun 1921 pada essai yang
berjudul Dictatoship. State of exception adalah keadaan darurat yang mengguncang tatanan yang
sudah ada dan menjadikan kedaulatan melangkah maju dan menerapkan aturan-aturan baru yang
diluar hukum.



walaupun dalam keadaan darurat tindakan yang dilakukan pemerintah
memerlukan batasan melalui peraturan yang mengikat dalam penerapan
state of emergency agar tidak menimbulkan constitutional dictatorship yang

berbahaya.?

Pengaturan hukum tata negara darurat di Indonesia tercantum dalam
wewenang konstitusional yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945,
khususnya pada Pasal 12 dan Pasal 22. Kedua pasal ini sama-sama mengatur
mengenai wewenang Presiden dalam kondisi darurat, tetapi terdapat

perbedaan mendasar dalam pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya. 3

Pasal 12 memberikan wewenang kepada Presiden untuk
menetapkan keadaan bahaya berdasarkan kondisi tertentu yang dianggap
mengancam stabilitas negara. Sementara itu, Pasal 22 memberikan
kewenangan bagi Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) ketika terdapat keadaan genting yang
memaksa danymembutuhkan tindakan segera: Dalam praktiknya, penilaian
terhadap kegentingan yang memaksa ini berlandaskan ‘pada pandangan
subjektif Presiden tetapi juga bersifat objektif, dengan adanya penilaian dari

DPR dan dukungan dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang

2 Edward S. Corwin and Robert E. Cushman, Constittional Dictatorship : Crisis Goverment
in the Modern Democracies, Becmnux Poczopaenadsopa, vol. 4 (London and New York: Rouledge
Taylor & Francis Group, 2017). State of emergency adalah istilah yang digunakan dalam keadaan
darurat. Negara memiliki pengaturan yang beragam mengenai keadaan darurat tergantung tingkatan
dan fakta yang terkandung dalam ancaman atau bahaya. Constitutional Dictatorship adalah bentuk
penyelenggaraan pemerintah dalam keadaan darurat yang dijalankan dengan kekuasaan diktator.
Diktator tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi negara.

% Ananda Siti Nurbaiti, “PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM
PERSPEKTIF BENCANA NONALAM?” 6, no. 08 (2024): 1-23.



memuat parameter-parameter objektif. Melalui Putusan No. 138/PUU-
VII/2009 telah menetapkan batasan dan standar objektivitas dalam
menafsirkan keadaan genting tersebut, yang menjadi landasan bagi Presiden
untuk menerbitkan Perppu dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan

cepa‘[.4

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, batas keadaan bahaya
dan tafsir kegentingan memaksa menghadirkan kontroversi keabsahan
dalam penggunaanya. Para pakar dan masyarakat menilai penafsiran
keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan memaksa tidak memiliki batasan
waktu yang eksplisit atas keberlakuanya dan tidak memiliki pengawasan
yang ketat dalam UUD NRI 1945. Selain itu, terdapat kekhawatiran atas
keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini
diakibatkan dominasi atas mayoritas DPR dari pada oposisi. Sehingga fakta
tersebut yang berpotensi bagi Presiden untuk menerbitkan situasi darurat
tidak sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa.

Prancis merupakan negara yang dijadikan penulis sebagai objek
perbandingan-hukum, khususnya dalam hal pengaturan hukum tata negara
darurat. Meski kedua negara memiliki perbedaan dalam sistem
pemerintahan yang dianut, Indonesia dengan sistem presidensial dan

Prancis dengan sistem semi-presidensial, keduanya memiliki komponen

4 Ali MarwanHsb, “Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation
in Lieu of Law,” Jurnal Legislasi Indonesia 14:01 (2017).



pengaturan kekuasaan luar biasa yang relevan untuk dikaji. Prancis, yang
memiliki tradisi panjang dalam menghadapi situasi-situasi darurat mulai
dari perang hingga serangan teroris, telah mengembangkan mekanisme
hukum yang komprehensif dalam menangani keadaan darurat. Negara ini
sering kali dijadikan role model dalam reformasi hukum darurat, berkat
pengalaman dan pendekatan spesifiknya dalam menjaga stabilitas dan
keamanan nasional saat krisis. Oren Gress dan Fionmala berpendapat bahwa
Prancis memiliki konsep state de siege yang dianggap paling dekat dengan
model kediktatoran Romawi dan telah mempengaruhi konsep dan kerangka
sistem keadaan darurat modern yang efektif.®

Pengaturan mengenai keadaan bahaya di Prancis tercantum dalam
Pasal 16 dan Pasal 36 Konstitusi Republik ke-Lima Prancis 1958, yang
mengatur dua kategori keadaan luar biasa, yakni kekuasaan luar biasa
(pouvoirs exceptionnels) dan keadaan pengepungan (état de siege). Pasal 16
memberikan kewenangan kepada Presiden Prancis untuk mengambil
tindakan luar biasa ketika negara menghadapi ancaman serius terhadap
keselamatan publik atau integritas wilayah, sementara-Pasal 36 menetapkan
mekanisme dan syarat yang lebih ketat untuk mengaktifkan status éfat de

siege. Kedua pasal ini memberikan kerangka regulasi yang cukup

5 RenataSwirgon-Skok andAnnaPigta-Szawara, “Senatus Consultum Ultimum - State of
Emergency in Ancient Rome,” Przeglgd Prawa Konstytucyjnego 64, no. 6 (2021): 543-53,
https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.43. State de siege atau etat de siege adalah keadaan darurat
yang berlaku di prancis. Keduanya dibedakan menjadi etat de siege reel dan fictive. Keadaan darurat
bersifat actual adalah situasi negara dikuasai musuh dan diserahkan pada tindakan militer. Keadaan
darurat bersifat fiktif adalah situasi negara dalam keadaan fungsi-fungsi lembaga negara terganggu,
dan tidak dapat berjalan seperti biasa. Sehingga diambil alih oleh Presiden untuk memenuhi
kewajiban dan memelihara tertib hukum sesuai dengan jaminan sistem konstitusi.



komprehensif, dimana penerbitan peraturan darurat tidak hanya di tangan
Presiden, tetapi juga diawasi oleh Perdana Menteri, Presiden Majelis,
Presiden Senat, dan Dewan Konstitusi untuk menjamin proses pengambilan
keputusan yang transparan dan akuntabilitas.

Pengaturan waktu juga menjadi komponen penting dalam
pemberlakuan keadaan bahaya di Prancis. Konstitusi menetapkan batas
waktu tertentu dalam pemberlakuan peraturan darurat, yang harus
disesuaikan dengan evaluasi keadaan dan disetujui oleh Dewan Konstitusi
agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Pelibatan berbagai cabang pemerintahan dalam proses penentuan dan
pengawasan ini menciptakan sistem check and balance yang efektif,
sehingga keputusan untuk menetapkan keadaan bahaya diambil secara
matang, berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan melibatkan
banyak pihak. Hal ini menjadikan Prancis sebagai salah satu negara dengan
sistem hukum darurat yang terorganisir, menjamin stabilitas negara
sekaligis menjaga hak-hak publik di masa Kkrisis.®

Berdasarkan paparan di‘atas, terdapat perbedaan mendasar antara
Indonesia dengan Prancis dalam penerapan regulasi hukum tata negara
darurat. Perbedaan ini bukan hanya terlihat dari sisi prosedural dan
kelembagaan, tetapi juga dalam dampak implementasinya terhadap

masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa perbedaan-

® Crina AlinaDesmet, “The Legal Concept of ¢ State of Emergency ’: A Comparison
Between Romania and Other European Countries 2 . The Concept of ° State of Emergency ’ in
Romanian Law” 16, no. 185 (n.d.): 79-88.



perbedaan tersebut tetap sejalan dengan prinsip magqdshid al-syari’ah, yang
menekankan pentingnya setiap tindakan yang melibatkan orang lain harus
membawa kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Prinsip ini
menjadi landasan etis dan normatif dalam mempertimbangkan kebijakan-
kebijakan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan kondisi darurat
dan kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis
menggunakan pendekatan magashid al-syari’ah untuk mengkaji dan
mengelaborasi pembahasan secara lebih rinci. Pendekatan ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-
prinsip yang mendasari hukum tata negara darurat di Indonesia dan Prancis,
serta relevansi keduanya terhadap konteks kemaslahatan. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini diberi judul “Perbandingan Hukum Indonesia

dengan Prancis Perihal Situasi Darurat.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian 'yang terdapat pada latar belakang diatas, maka
penulis = akan merumuskan  beberapa permasalahan /' pokok tentang
Perbandingan Hukum Indonesiadengan Prancis Perihal Situasi Darurat
diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Prancis dalam
perihal situasi darurat?
2. Bagaimana pengaturan situasi darurat dalam perspektif maqgdshid asy-

syari’ah?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan dan kegunaan

masing-masing dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan

demikian penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan konstitusi
antara Indonesia dengan Prancis dalam situasi darurat.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan pengaturan situasi

darurat dalam perspektif maqgdashid al-syari’ah.

Berikut kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini

antara lain sebagai berikut:

1.

Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas
wawasan keilmuan bagi para mahasiswi atau pakar hukum tata negara
dalam perbandingan hukum pengaturan situasi darurat antara Indonesia
dengan Prancis.

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
dan dapat, dijadikan bahan referensi bagi para mahasiswa, para pakar
hukum tata negara mengenai penelitian selanjutnya untuk mengukur
batasan pengaturan situasi darurat dalam perspektif magqdshid asy-

syari’ah.



D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis belum menemukan secara spesifik
mengenai karya ilmiah yang sesuai dengan tema penulis. Tetapi penulis
menemukan beberapa literatur dalam bentuk jurnal yang dijadikan
penunjang pada penelitian ini. Maka dari itu, untuk menghindari adanya
plagiasi, perlu mengetahui perbedaan peneclitian yang dilakukan oleh
penulis dengan penelitian — penelitian yang telah ada sebelumnya. Di
antaranya:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Perbandingan Kewenangan
Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis dan Malaysia”
yang ditulis oleh Yusriel Bachrie, Jadmiko Anom H. dan Sri Wahyuni.’
Dalam jurnal ini para peneliti menggunakan pendekatan komparatif yang
digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan perbandingan
kewenangan menyatakan keadaan darurat antar ketiga negara tersebut.
Peneliti mencantumkan perbedaan retrospektif masa dulu dan kewenangan
menyatakan keadaan darurat antara eksekutif dan legislatif Ketiga nya dalam
bentuk modern.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek
penelitian yang akan diteliti, penulis berfokus pada pengaturan situasi
darurat yang termasuk dalam keadaan darurat dalam perspektif magdshid

asy-syari’ah sedangkan dalam penelitian Yusriel Bachrie, Jadmiko Anom

7 YusrielBachrie, Jadmiko AnomH, andSriWahyuni, “Perbandingan Kewenangan

Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis Dan Malaysia,” Legal Spirit 7, no. 1 (2023):

67.



H. dan Sri Wahyuni fokus pada objek penelitian hukum positif ketiga negara
berupa sejarah dan perkembangan kewenangan presiden dalam menyatakan
keadaan darurat.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Limitation of The President’s
Power to Declare State of Emergency: A Comparison of France, India, and
Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Yoppy Adhihernawan dan Hernadi
Affandi. ® Dalam jurnal ini para peneliti menggunakan pendekatan
komparatif yang digunakan untuk menelaah bentuk pembatasan kekuasaan
presiden dalam menyatakan keadaan darurat di ketiga negara.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak dari objek
penelitian yang akan diteliti, penulis berfokus pada pengaturan situasi
darurat dalam perspektif magqdshid al-syari’ah dengan jenis penelitian
yuridis normatif sedangkan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yoppy dan
Hernadi Affandi berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden dalam
menyatakan keadaan darurat dengan mencantumkan kelebihan dan
kekurangan dari_Ketiga negara dalam pembatasan. deklarasi keadaaan
darurat:

Ketiga, disertasi karya Qurrata Ayuni yang berjudul: “Konsep
Hukum Tata Negara Darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap Pengaturan

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu

8 Muhammad YoppyAdhihernawan et al., “Limitation of The President’s Power to Declare
A State of Emergency ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DAN HUKUM PIDANA PAJAK
(Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure
2, no. 2 (2019): 145-62.



1945-2022”.%Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep hukum
tata negara darurat yang pernah berlaku di Indonesia dalam kurun waktu
1945-2022. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep
Hukum Tata Negara darurat yang dikaitkan dengan mekanisme pengawasan
yang telah berlaku di beberapa negara, sehingga disertasi ini turut
memaparkan hasil dari bentuk batasan pengawasan dan check and balance
dari beberapa negara.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek
penelitian yang akan di teliti. Penulis fokus pada situasi darurat dalam
perspektif maqashid al-syari’ah, sedangkan disertasi yang ditulis Qurrata
Ayuni berfokus pada keadaan darurat dengan tinjuan teori yang berbeda
yaitu teori check and balance dan teori state of exception. Selain itu, dalam
disertasi ini peneliti menggunakan beberapa doktrin-doktrin hukum untuk

menggali kebaharuan dari penelitian yang dilakukan.
E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah sebuah pisau analisis landasan berfikir
yang digunakan (oleh ‘peneliti untuk mengkaji atau membedah suatu
penelitian sesuai dengan arah dan fokus tema. Menurut S. Soerya Sumantri
memecahkan masalah menggunakan pengetahuan ilmiah adalah dasar

argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat

® Qurrata Ayuni, “Konsep Hukum Tata Negara Darurat Menurut Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap Pengaturan dan Penerapan
Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu 1945-2022, Disertasi Universitas
Indonesia, 2022, him. 2-50.
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diandalkan. Sehingga dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah
sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Oleh karenanya
untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teori sebagai berikut:

Teori Perbandingan Hukum

Secara  epistimologi  perbandingan hukum berasal kata
perbandingan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
perbandingan adalah sebuah perbedaan atau dapat dikatakan sebuah
persamaan yang digunakan sebagai pertimbangan. Perbandingan berasal
dari kata persamaan, atau imbangan. °Sedangkan hukum secara
epistimologi berasal dari kata law, recht, droit atau ius. Dalam bahasa Arab

hukum memiliki arti memutuskan suatu perkara.

Perbandingan hukum memiliki istilah asing dalam penyebutanya
diantaranya comparative law, comparative jurisprudence, foreign law, droit

compare, vechtsgelijking dan pechtsvergleichung.

Menurut “Michael' “Bogdan. " teor1 ' perbandingan  hukum
ketatanegaraan bertujuan untuk® menegaskan persamaan dan perbedaan
diataranya asal usul, dan mengevaluasi terkait sistem hukum yang berbeda
atau mencari kesamaan dalam perbandingan sistem hukum tersebut untuk
menguraikan masalah metodologis yang berhubungan dengan tugas-tugas

tersebut.

10 Kamus Umum Bahasa Indonesia,” https://kbbi.web.id/, akses 25 Maret 2024.
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Menurut Ratno Lukito kajian perbandingan hukum terbagi menjadi

3 yaitu:?

1. Perbandingan Epistemologi adalah kajian yang melakukan
perbandingan untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru.
Perbandingan Epistemologi terbagi menjadi tiga yaitu :

a) Objektivisme adalah pandangan bahwa kebenaran bersifat absolut,
universal, dan independen dari pandangan atau interpretasi
individu. Pengetahuan dianggap sebagai refleksi langsung dari
realitas objektif.

b) Subjektivisme adalah pandangan bahwa kebenaran dan
pengetahuan tergantung pada pengalaman, pandangan, atau
keyakinan individu. Realitas dipahami berdasarkan persepsi
subjek.

c) Konstruktivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan tidak
ditemukan, tetapi diciptakan atau dibangun oleh individu atau
kelompok ‘melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman
mereka.

2. Perbandingan Metodologis yaitu mengkaji persoalan teknis dari
perbandingan yang dilakukan. Ruang lingkup perbandingan

metodologis terletak pada perspektif perbandingan yang dilakukan

11 Ratno Lukito, “Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di
Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol 5: 2 2022 hlm 265-279.
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antar general atau spesifik, subjek kajian dan dari sisi substantif
mengkomparasikan keduanya.

3. Perbandingan Substantive adalah pendekatan yang fokus pada isi,
substansi, atau materi hukum daripada hanya membandingkan bentuk
atau struktur hukumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami
prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum
yang dibandingkanlebih  bersifat spesifik berbeda dengan
perbandingan metodologis.?

Barda Nawawi menjelaskan tujuan dari perbandingan hukum di
antaranya:
a. Membandingkan 2 aturan hukum yang berbeda
b. Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan yang
dibandingkan.
C. Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan yang
dibandingkan.
d. " Mengidentifikasi 2 aturan hukum supaya. dapat menemukan
kesimpulan baru dari beberapa-aturan tersebut.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan hukum
dengan jenis epistemologi yaitu sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik,
menggabungkan elemen hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat

sedangkan Sistem hukum Prancis berakar pada tradisi civil law, yang sangat

12 Ibid., hlm 10
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mengandalkan hukum tertulis dan prinsip-prinsip rasionalitas yang
universal. Selain itu, dalam proses perumusan situasi darurat alam situasi
darurat, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang pragmatis dan
fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sedangkan Prancis cenderung mengikuti kerangka hukum tertulis yang
sudah mapan, meskipun ada mekanisme khusus untuk menghadapi situasi
darurat, seperti état d'urgence (keadaan darurat).
2. Teori State of Exception

Istilah state of exception atau pengepungan adalah teori keadaan
darurat. Keadaan darurat identik dengan berbagai macam istilah dan konsep
yang berbeda. Dalam istilah Bahasa Indonesia sering disebut dengan
keadaan bahaya, kegentingan memaksa atau hukum tata negara darurat.
Sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah state of exception,

state of emergency, emergency power, state of siege, atau martil law.*3

Teori state of exception berasal dari pemikiran Carl Schmitt yang
dicetuskan atas /‘praktik ' revelusi prancis dan dituangkan dalam buku
Politische Theologie. Menurut Carl Schmitt dalam rangka mempertahankan
kedaulatan dan keberlangsungan pemerintah, pemegang kekuasaan berhak
melakukan tindakan pengecualian terhadap aturan hukum atas dasar

kegentingan dan kepentingan rakyat untuk mengatasi situasi berbahaya.**

13 Joan Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights
During States of Emergency (New York: University of Pennsylvania Press, 1994).

14 Gian GiacomoFusco, “Carl Schmitt, Dictatorship. From the Origin of the Modern
Concept of Sovereignty to the Proletarian Class Struggle , Translated by Michael Hoelzl and Graham
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Sedangkan menurut Giorgio Agamben seorang politikus italia, state of
exception adalah situasi dimana hukum ditangguhkan keberlakuannya tetapi
masih ada batasannya. Objek dari karakteristik penangguhan hukum adalah
tanggapan atas tindakan yang harus dilakukan selama keadaan darurat
berlangsung. Sehingga konsep keberlakuan dalam mengisi kekosongan
hukum terlepas dari konsep hukum normal. Contohnya adalah negara Italia
dalam pengaturan keadaan darurat Pandemi COVID-19 tahun 2020. Selain
itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020, yang
kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020, untuk menangani dampak

pandemi.’®

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori state of exception
untuk menyelaraskan pemahaman tentang konsep hukum tata negara
darurat dalam kerangka hukum tata negara darurat di Indonesia dan Prancis.
Teori state of exception, sedangkan di Indonesia keadaan bahaya
dipadankan dengan state of emergency dalam bahasa Inggris. Perbedaan
terminologi. ini menggambarkan variasi dalam mekanisme dan batasan

hukum darurat yang.diimplementasikan di masing-masing negara.

Penulis menggunakan teori state of exception untuk menganalisis
batasan keadaan pengecualian yang diterapkan di Indonesia dan Prancis

dalam menghadapi kondisi keadaan darurat. Melalui teori ini, penelitian

Ward, Cambridge: Polity Press, 2014, 314 Pp, Pb £17.99.,” The Modern Law Review 79, no. 4
(2016): 738-42.

15 SergeiProzorov, “A Farewell to Homo Sacer? Sovereign Power and Bare Life in
Agamben’s Coronavirus Commentary,” Law and Critique 34, no. 1 (2023): 63-80.

15



diharapkan dapat mengungkapkan seberapa jauh kedua negara
menggunakan prinsip pengecualian hukum serta dampaknya terhadap
perlindungan hak-hak warga negara dalam situasi darurat. Teori ini juga
menjadi kerangka utama dalam menjawab rumusan masalah pertama, yakni
sejauh mana konsep dan batasan state of exception diterapkan dalam
kerangka hukum tata negara darurat di Indonesia dan Prancis, serta
implikasi keduanya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam

keadaan darurat.
3. Teori Magdshid Asy- Syari’ah

Secara etimologi magdshid asy- syari’ah berasa dari dua kata yaitu
magqdshid dan syari’ah. Magdshid berbentuk jamak dari lafadz mufrod yaitu
maqgsad yang berartt maksud atau tujuan. Sedangkan secara etimologi
syari’ah berasal dari kata yang berarti jalan menuju sumber air. Sumber air
dimaknai sebagai sumber kehidupan.*®

Menurut para ulama ushiil al-figh.bahwa magdshid asy- syari’ah adalah
tujuan akhir hidup yang terealisasikan dengan syari’at. Kehidupan dunia
harus dapat menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi para mahluk

hidup sesuai dengan ketentuan syari’at yang ada.'” Al-Syathibi berpendapat

16 M.Jamil et al., “Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika,” CV. Manhaji, 2017, 1-321,
http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10 Fikih Kontemporer %28Sebuah Dialektika%?29 Final.pdf.

17 Muhammad BaiquniSyihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku
‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,’” AN NUR: Jurnal Studi
Islam 15, no. 1 (2023): 114-36.
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bahwa pembagian magqdshid asy- syari’ah tidak terlepas dari tiga macam
tujuan yaitu:
1) Magdshid Dlariiriyyat
2) Magqadshid Hajiyydt
3) Magdashid Tahsiniyydt
Magqdshid dlaruriyyat adalah kebutuhan yang bersifat esensial,
mendasar, utama, pokok (primer) bagi kehidupan manusia yang
menyangkut pemeliharaan kemaslahatan maupun agama. Sehingga apabila
tidak terpenuhi menimbulkan kecacatan. Para ulama ushul figh memberikan
lima prinsip yang harus dijadikan pedoman untuk mengamalkan magdshid
al-syari’ah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.*8
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori magqdshid asy-
syari’ah sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang
berfokus pada analisis penerapan prinsip situasi darurat dalam hukum tata
negara darurat di Indonesia dan Prancis. Dengan teori ini, penulis berupaya
memahami apakah kebijakan yang diambil dalam mengatur keadaan darurat
di"kedua negara selaras dengan tujuan kemaslahatan bersama dan tidak
melanggar hak-hak asasi manusia, yang merupakan hak fundamental setiap
individu sebagai makhluk ciptaan Allah.
Selain itu, dengan pendekatan ini, penulis berupaya dapat menilai

sejauh mana kebijakan situasi darurat di Indonesia dan Prancis

18 Ibid. hlm. 114
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mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak warga negara, termasuk
hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kekayaan

pribadi.
Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif
adalah penelitian aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang dijadikan pedoman perilaku manusia.®

Penulis memilih penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data
library research untuk mempelajari peraturan perundang-undangan tentang
keadaan darurat dan keadaan bahaya yang diratifikasi dalam bentuk
konstitusi negara Indonesia dan Prancis. Hal ini digunakan untuk
memberikan batasan pada implementasi pengaturan situasi darurat antara

kedua negara.

Sifat Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu

menguraikan secara teratur konsep dan teori yang relevan dengan penelitian

2005).

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
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yang dibahas. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan disusun dan

dianalisis guna mendapatkan penjelasan yang lebih komperhensif.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang peraturan perundang-undangan
yang diratifikasi pada teks konstitusi yang diimplementasi dalam komparasi
hukum Indonesia dengan Prancis dalam penerbitan peraturan yang sesuai

dengan situasi darurat sebagai upaya merespon hukum tata negara darurat.

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) adalah pendekatan
dengan menelaah undang — undang atau regulasi yang menyangkut
dengan penelitian yang sedang diteliti.?’ Dalam penelitian ini penulis
fokus pada perundang — undangan seperti UUD NRI 1945 dan
Konstitusi Republik ke-Lima Prancis tahun 1958 yang mengatur
tentang kekuasaan luar biasa Presiden yang masuk dalam kerangka
keadaan bahaya dan keadaan darurat kedua negara. Selain itu, penulis
turut mempelajari faktor penunjang dalam batas tafsir penerbitan situasi
darurat di Indonesia berupa Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959
tentang Keadaan Bahaya dan Putusan Mahkamah Konstitusi no.

138/PUU-VII/2009 dan factor penunjang lain dari Undang-Undang

20 Ipid. hlm 15.
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yang berkaitan dengan pemberlakuan dan Konstitusi Republik ke-Lima
Prancis tahun 1958.
b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan (Comparative Approach) adalah
pendekatan yang dilakukan secara sistematis, analitikal dengan metode
dan ruang lingkup secara keilmuan untuk menelaah sistem hukum,
kaidah, sejarah suatu negara dengan hukum negara lain. Barda Nawawi
menjelaskan perbandingan hukum merupakan kegiatan filosofis.
Perbandingan hukum adalah kajian perbandingan pada konsepsi-
konsepsi intelektual yang ada dibalik institusi yang pokok dari satu atau
beberapa sistem asing.

Selain itu, Jan M. Smits menjelaskan perbandingan hukum
terbagi menjadi perbandingan hukum makro dan perbandingan hukum
mikro. Pada penelitian ini, pendekatan perbandingan hukum yang
digunakan adalah mikro karena berkaitan dengan aturan-aturan hukum
yang bersifat khusus,

Pada® penelitian® ‘ini, ~penulis ‘menggunakan’ pendekatan
perbandingan (comparative approach) bersifat mikro untuk menelaah
adanya persamaan dan perbedaan sistem, kaidah, pranata hukum
sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem hukum yang

digunakan untuk pembaharuan hukum.

21 Jan M. Smits, “Elgar Encyclopedia of Comparative Law,” Sustainability (Switzerland)
11, no. 1 (2019): 1-14.
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c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berpedoman dari
pandangan dan doktrin yang berkembang pesat di tengah ilmu hukum.
Pandangan dan doktrin yang ada di ilmu hukum digunakan peneliti
untuk mengawali telaah ide-ide lahirnya pengertian hukum, konsep
hukum dan asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual
karena menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan
Prancis. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan yang beranjak
dari teori — teori tentang keadaan darurat yang relevan dengan

penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh

data yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri bahan hukum

yaitu:

a.

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang — undangan yang
memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu UUD NRI Tahun
UUD NRI 1945, Konstitusi Republik ke-Lima Prancis tahun 1958,
Undang-Undang No. 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang batas
tafsir hal ihwal kegentingan memaksa.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari

buku, jurnal-jurnal dan pendapat para sarjana dan pakar ketatanegaraan.

21



5. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan bahan hukum melalui
penelitian interpretasi. Metode ini merupakan metode yuridis yang
digunakan untuk membahas suatu persoalan hukum. Diawali dengan cara
interpretasi keseluruhan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian
bahan hukum disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam
mempelajari dan membacanya.
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a.  Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menggunakan tata
bahasa dan kata kata sebagai alat bagi pembuat undang-undang
untuk mengetahui maksud dan kehendaknya.

b. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang digunakan penulis
untuk menghubungkan pasal satu dengan pasal yang masih

berkaitan dengan pembahasan dalam suatu perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis dan
berurutan sehingga dalam pembahasannya.dapat dimengerti, terarah dan
jelas merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang merupakan langkah dalam awal
penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah

yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian ini dibuat, telaah pustaka
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terhadap penelitian yang berkaitan, serupa atau pernah dikaji sebelumnya
untuk dilakukan kebaruan dalam penelitian,kerangka teoritik sebagai
landasan teori atau pisau analisis untuk membeda permasalahan yang akan
diteliti, metode penelitian yang akan dgunakan, dan sistematika
pembahasan penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang pengembangan landasan teori yang
digunakan untuk memparakan lebih lanjut sub-bab kerangka teoritik yang
digunakan oleh penulis dalam penelitian nya. Dalam bab ini, penulis akan
memaparkan teori perbandingan hukum, teori state of exception dan teori
maqashid asy- syari’ah.

Bab ketiga merupakan bab yang memaparkan data penelitian tentang
perbandingan konstitusi antara Indonesia dengan Prancis dalam situasi
darurat yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk menjelaskan
perbedaan situasi darurat keduanya.

Bab Keempat merupakan hasil analisis yang memuat Pengaturan hal
situasi ~ darurat” antara Indonesia _dengan Prancis yang dianalisis
menggunakan teori perbandingan hukum, teori state of exception dan teori

magqdshid asy-syari ah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan
saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai permasalahan yang telah
dikaji berdasarkan pembahasan serta analis. Saran merupakan rekomendasi

peneliti kepada objek yang sedang diteliti.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perihal situasi darurat di Indonesia dan Prancis berbeda
dalam berbagai aspek, termasuk batas waktu. Prancis menetapkan durasi
jelas dalam perundang-undangan, sementara Indonesia belum mengatur
batas waktu secara spesifik dalam UUD 1945 atau peraturan terkait.
Dalam situasi darurat, keterlibatan DPR di Indonesia bersifat reaktif,
hanya menyetujui atau menolak Perppu tanpa konsultasi awal.
Sebaliknya, Prancis menerapkan mekanisme preventif dengan
melibatkan Majelis Nasional, senator, dan Dewan Konstitusi untuk
mengkaji kebijakan darurat sebelum pelaksanaannya, mencegah
penyalahgunaan wewenang.Mahkamah Konstitusi Indonesia menguji
Perppu. melalut Judicial Review, setelah diterbitkan, sedangkan di
Prancis, Dewan Konstitusi melakukan pengujian awal jika diperlukan
untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.

2. Analisis mengenai situasi darurat di Indonesia dan Prancis dapat
diperdalam menggunakan metode magasid asy-syari’ah, yaitu prinsip-
prinsip Islam yang menekankan pada perlindungan lima aspek pokok
yang esensial bagi kesejahteraan manusia. Penerapan Perppu di

Indonesia pada situasi darurat berpotensi untuk memenuhi kelima unsur
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tersebut. Perppu sebagai instrumen hukum darurat, ketika diterapkan
dengan benar, berperan dalam memastikan keadilan, perlindungan jiwa,
dan hak asasi manusia sebagaimana yang dianjurkan dalam prinsip-
prinsip Islam. Namun, penerapan situasi darurat di Indonesia tetap perlu
dievaluasi secara berkala oleh pemerintah agar tetap sejalan dengan
tujuan maqasid asy-syari’ah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi ini harus mencakup batas waktu penggunaan Perppu, agar
tidak terlalu lama diterapkan tanpa alasan yang mendesak. Selain itu,
penting untuk melibatkan lembaga-lembaga negara yang memiliki
fungsi pengawasan, sehingga kebijakan darurat tidak mengabaikan
prinsip keadilan dan keterbukaan, yang juga menjadi bagian dari

magqasid asy-syari’ah.

. Saran

Setelah memahami perbandingan hukum hal situasi darurat
Indonesia dengan: Prancis baik dati segi analisis magqasid asy-syari’ah.
Maka penulis. memberikan saran yang mungkin dapat dimanfaatkan,
yaitu:

Kepada negara terkait pengaturan situasi darurat yang tidak memiliki
batasan waktu secara eksplisit perlu menetapkan batas waktu yang jelas
untuk penggunaan Perppu guna mencegah penyalahgunaan kewenangan
dan memastikan kebijakan darurat sesuai kebutuhan mendesak. Batas
waktu ini dapat berupa periode tertentu yang diperbarui melalui

persetujuan DPR atau evaluasi berkala oleh lembaga independen. Selain
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itu, pengaturan peran lembaga negara, seperti konsultasi Mahkamah

Konstitusi, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Para pakar hukum tata negara disarankan untuk mempertimbangkan
pentingnya penyusunan regulasi rinci terkait batas waktu Perppu. Batas
waktu ini untuk menghindari penggunaan kewenangan darurat yang
berlarut-larut tanpa pengawasan. Selain itu, para pakar hukum dapat
mendorong penguatan pengawasan preventif melalui konsultasi
presiden dengan DPR sebelum penerbitan Perppu dan melibatkan lebih
luas lembaga negara lainnya untuk memastikan checks and balances

serta stabilitas hukum jangka panjang.
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